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BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah {APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran beralkhir;

bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N/omﬁr 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576); \
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
D22

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 14295);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor LT

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lemb Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 238);

170

e




27 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

Laporan realisasi anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan arus kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan Desa.
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Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a,
tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 851.343.996.527,42
b. Belanja dan transfer Rp. 787.395.635.772,64

Surplus/Devisit Rp. 63.948.360.754,78
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 90.358.018.016,16

- Pengeluaran Rp. 11.274.820.400,00

Pembiayaan netto Rp. 79.083.197.616,16

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai
berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 35.616.949.092,42 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 815.727 .047.435,00
b. Realisasi Rp. 851.343.996.527,42

Selisih lebih/(kurang) Rp. 35.616.949.092,42

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp. 66.711.388.409,36 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 854.107.024.182,00
b. Realisasi Rp. 787.395.635.772,64
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 66.711.388.409:30)

ERLSZANEIIN




(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 102.328.337.501,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 38.379.976.747,00)
b. Realisasi Rp. 63.948.360.754,78
Selisih lebih/(kurang) Rp. 102.328.337.501,78

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 751.957.352,16 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp. 89.606.060.664,00

perubahan
b. Realisasi Rp. 90.358.018.016.16
Selisih lebih/(kurang) Rp. 751.957.352,16

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 794.820.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 10.480.000.000,00
b. Realisasi Rp. 11.274.820.400,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 794.820.400,00

(6) Selisih anggararn dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp. 42.863.047,84 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan neto setelah

perubahan Rp. 79.126.060.664,00

b. Realisasi Rp. 79.083.197.616.,16

Selisih lebih/(kurang) (Rp. 42.863.047,84)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

ayat (1) huruf b, untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2019 sebagai

berikut:

a. Saldo Awal SiLPA Rp. 89.606.057.664,17

b. Penggunaan SiLPA  sebagai Penerimaan Rp. 90.358.018.016,16
Pembiayaan Tahun Berjalan

c. Saldo Akhir SiLPA Rp. 143.031.558.370,94

Pasal S5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp. 1.642.684.272.520,98

b. Jumlah kewajiban Rp. 5.835.858.263,85

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.636.848.4 14.257,13
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk
periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan LO Rp. 887.378.003.777,76

b. Jumlah Beban (Rp. 777.246.516.298,76)

c. Defisit Kegiatan Non Operasional (Rp. 6.269.846.678,22)

d. Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp. 0,00)

e. Surplus(Defisit) LO Rp. 103.861.640.800,78
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :
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a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2019 Rp. 90.515.726.765,17
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 196.184.089.855,58
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non Rp. (132.235.729. 100,80)
keuangan
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp. (11.274.820.400,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas non-anggaran Rp. (117.877.087,80)
f Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember tahun Rp. 90.111.484.542,32
2019
g. Kas Yang Dibatasi Penggunaanya Rp. 46.030.846.957,00
h. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 160.014.598,00
j. Kas di BLUD Rp. 3.083.268.859,51
k. Saldo Akhir Kas di Puskesmas Rp. 0,00
l. Kas di Bendahara BOS Pusat dan BOS Propinsi  Rp. 3.672.210.299,31
m. Kas Lainnya di Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 2.297.228,00
n. Saldo Akhir Kas Rp. 143.060.122.484,14
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f,

untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 1.671.753.514.938,58

b. Surplus (defisit) Laporan Operasional Rp. 103.861.640.800,78

c. Jumlah dampak kumulatif perubahan (Rp. 138.766.7 41.482,23)
kebijakan/kesalahan mendasar

d. Ekuitas akhir Rp. 1.636.848.414.257,13

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g,
tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan;

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiranl : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Lampiran [.4 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran III : Laporan Operasional;

Lampiran [V : Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V : Neraca

Lampiran VI : Laporan Arus Kas

Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan,;

Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX : Dalftar rekapitulasi Penyisihan piutang Tidak Tertagih;
Lampiran X : Daftar rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana

ergulir;
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k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah,;

1. Lampiran XII : Dalftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan,;

0. Lampiran XV : Dalftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI: Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

t. Lampiran XX : Daftar Perkiraan Aset Lainnya,

v. Lampiran XXI: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

w. Lampiran XXII: Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;

x. Lampiran XXIII: Laporan Keuangan Desa.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri

dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan

b. Ikthisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24 Agustus 2020

(n\f ' BUPATI LAMANDAU,

7

HEND ESMANA BADAN KEUANGAN DAERAH |

WAKIL BUPAT!

Diunclahék;aﬁ di .'ll\fanga Bulik

pada tanggal 24 Agustus 2020 SEKDA

KABAN ( '[

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

SEKRETARIS S
| KEPALA BIDANG )?p
ol | KASURID U
MU IRWANSYAH PELAKSANA )g/ |
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 merupakan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga hak dan kewajiban Daerah yang
timbul perlu dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan
Daerah. Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 10
tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintahan Daerah.

II. PENJALASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
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